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Abstract 

The problem of non-payment of workers' overtime wages is one of the labor rights violations 
that often occur in Indonesia, even though the regulations governing this matter are quite clear. 

Lack of supervision, low legal awareness among workers, and company non-compliance with 
regulations are the main causes of this injustice. This study aims to analyze the factors that 

cause non-payment of overtime wages and evaluate the solutions that can be taken to protect 
workers' rights. This research uses a normative juridical approach, a normative juridical 
approach is research into legal systematics, namely research that aims to identify the notions 

or basis in law, such as Law No. 13 of 2003, Government Regulation No. 36 of 2021, and Law 
No. 2 of 2004, as well as a review of relevant factual data in Indonesia. The results show that 

the main factors leading to non-payment of overtime wages include weak government 
supervision, non-transparent employment contracts, a work culture that does not support 
overtime payments, and the economic incapacity of the company. In addition, the unclear wage 

system and workers' lack of understanding of their rights also exacerbate the situation. This 
research suggests strengthening labor inspection, increasing workers' legal awareness, 

enforcing stricter sanctions, and strengthening the role of trade unions as efforts to overcome 
this problem. The implication of this research is the importance of cooperation between the 
government, companies, and trade unions to create a fair working environment and in 

accordance with applicable laws and regulations, so that workers' rights to overtime pay can 
be better protected. 

Keywords: Overtime Wages, Workers' Rights, Labor Inspection. 

 

Abstrak 

Masalah tidak dibayarkannya upah lembur pekerja merupakan salah satu pelanggaran hak 

ketenagakerjaan yang sering terjadi di Indonesia, meskipun regulasi yang mengatur tentang hal 
ini sudah cukup jelas. Kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum di kalangan 

pekerja, serta ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan menjadi penyebab utama 
ketidakadilan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan 
tidak dibayarkannya upah lembur serta mengevaluasi solusi yang dapat ditempuh untuk 

melindungi hak pekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan 
yuridis normatif adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk mengadakan identifikasi terhada pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum, seperti 
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Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021, dan Undang-
Undang No. 2 Tahun 2004, serta tinjauan data faktual yang relevan di Indonesia. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan tidak dibayarkannya upah 
lembur mencakup lemahnya pengawasan pemerintah, kontrak kerja yang tidak transparan, 

budaya kerja yang tidak mendukung pembayaran lembur, serta ketidakmampuan ekonomi 
perusahaan. Selain itu, ketidakjelasan sistem pengupahan dan kurangnya pemahaman pekerja 
terhadap hak-hak mereka juga memperburuk situasi ini. Penelitian ini menyarankan penguatan 

pengawasan ketenagakerjaan, peningkatan kesadaran hukum pekerja, pemberlakuan sanksi 
yang lebih tegas, serta penguatan peran serikat pekerja sebagai upaya untuk mengatasi masalah 

ini. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya kerjasama antara pemerintah, perusahaan, 
dan serikat pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, sehingga hak pekerja atas upah lembur dapat terlindungi 

dengan lebih baik. 
Kata kunci: Upah Lembur, Hak Pekerja, Pengawasan Ketenagakerjaan. 

 
 
PENDAHULUAN 

Setiap pekerja/buruh berhak 
memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, 
yaitu mampu memenuhi kebutuhan hidup 
pekerja/buruh dan keluarganya secara 

wajar yang meliputi makanan dan 
minuman, sandang, perumahan, 

pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan 
jaminan hari tua. Penghasilan tersebut biasa 
disebut sebagai upah, dalam Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagaategori kerjaan, Upah merupakan 

hak pekerja/buruh yang diterima dan 
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 
imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja 

kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan 
dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-
undangan, termasuk tunjangan bagi 
pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu 

pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau 
akan dilakukan.  

Pemerintah, melalui Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan mengatur mengena i 

kategori yang termasuk dalam hal 
pengupahan yaitu, upah minimum, upah 

kerja lembur, upah tidak masuk kerja 
karena berhalangan, upah karena 
menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, 

dan lain-lain.  
Upah dan hak-hak lainnya dari 

pekerja/buruh merupakan utang yang harus 

didahulukan pembayarannya, yaitu harus 

dibayar lebih dahulu daripada utang lainnya 
atau dengan kata lain, pekerja sebagai 

kreditur atas upahnya merupakan kreditur 
istimewa. Namun, pada kenyataannya 
pembayaran uang lembur sebagai hak 

daripada pekerja, sering dilakukan 
penundaan pembayaran bahkan hingga 

tidak dibayarkan oleh pihak perusahaan/ 
pemberi kerja.  

Seharusnya hal demikian dapat 

dihindari mengingat sudah ada instrumen 
peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai pembayaran upah, 
termasuk upah lembur kerja. Akan tetapi, 
faktanya para pekerja yang kehilangan 

haknya atas upah yang seharusnya didapat, 
seringkali mengalami kebingungan dalam 

melakukan upaya untuk menuntut upah, 
terlebih bagi para pekerja/buruh yang 
awam hukum.  

Peneliti bermaksud melakukan 
penelitian secara komprehensif yang 

mengkaji seluruh peraturan perundang-
undangan terkait pengupahan lembur, 
berbeda dengan judul-judul penelitian di 

atas yang hanya mengkaji pada satu 
instrumen hukum saja.  

Berdasarkan pemikiran dan latar 
belakang yang dikemukakan di atas, maka 
peniliti tertarik untuk melakukan penelit ian 

dengan judul “Upaya Pekerja atas Upah 
Lembur yang Tidak dibayarkan dalam 

Perspektif Hukum Ketenagakerjaan”.  
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Urgensi penelitian ini untuk 
memberikan sumbangsih pemikiran dan 

penemuan-penemuan solusi yang efektif 
dalam penemuan upaya yang dapat 

dilakukan oleh pekerja untuk menuntut 
haknya atas dibayarkannya upah lembur. 
Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan masukan bagi para pekerja, 
serikat pekerja yang akan menuntut 

pembayaran upah lembur yang tidak 
dibayarkan, ataupun bagi instantsi terkait 
yaitu Dinas Ketenagakerjaan, Pengawas 

Ketenagakerjaan, dan perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan 

pendekatan yuridis normatif, pendekatan 
yuridis normatif adalah penelitian terhadap 
sistematika hukum, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mengadakan identifikas i 
terhadap pengertian-pengertian atau dasar 

dalam hukum, seperti Undang-Undang No. 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 

tentang Pengupahan, dan Undang-Undang 
No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesa ian 

Perselisihan Hubungan Industrial, serta 
tinjauan data faktual yang relevan di 
Indonesia Pengkajian data sekunder 

dilakukan dengan menggunakan Teknik 
pengumpulan data melalui studi 

kepustakaan dan Analisis data yang 
digunakan adalah analisis kualitatif. 

 

PEMBAHASAN 

A. Upaya yang Dapat Dilakukan oleh 

Pekerja atas Upah Lembur yang 

Tidak Dibayarkan 

Persoalan upah lembur yang tidak 

dibayarkan merupakan salah satu 
pelanggaran hak pekerja yang sering terjadi 

dalam praktik ketenagakerjaan di 
Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

pembayaran upah lembur menjadi hak 
normatif bagi setiap pekerja yang bekerja 

melebihi batas waktu kerja yang telah 
diatur. Pasal 78 dan Pasal 85 UU 
Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap 

pekerja yang bekerja melebihi 40 jam 
seminggu harus mendapatkan kompensasi 

berupa upah lembur, kecuali ada ketentuan 
lain yang disepakati dalam perjanjian kerja 

atau peraturan perusahaan. 
Meskipun ketentuan tersebut jelas, 

pelanggaran terhadap hak atas upah lembur 
masih sering terjadi. Pekerja yang 
menghadapi masalah ini memiliki beberapa 

upaya yang dapat ditempuh untuk menuntut 
hak mereka. Salah satu dasar hukum yang 

penting dalam konteks ini adalah Peraturan 
Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang 
Pengupahan, yang merupakan turunan dari 

Undang-Undang Cipta Kerja. PP 36/2021 
mengatur lebih rinci tentang tata cara 

penghitungan dan pembayaran upah, 
termasuk upah lembur. Pasal 16 PP ini 
menyatakan bahwa pekerja yang bekerja 

melebihi jam kerja yang ditetapkan berhak 
atas upah lembur, dengan perhitungan yang 

jelas dan terperinci. 
Ketentuan dalam PP No. 36 Tahun 

2021 juga mempertegas kewajiban 

pengusaha untuk membayar upah lembur 
berdasarkan ketentuan jam kerja. 

Perhitungan upah lembur didasarkan pada 
upah bulanan dibagi 173 jam kerja untuk 
menghitung upah per jam, yang kemudian 

menjadi dasar dalam menghitung 
kompensasi lembur. Hal ini menunjukkan 

adanya standar yang tegas dalam 
penghitungan upah lembur yang harus 
dipenuhi oleh pengusaha. Namun, tidak 

semua pengusaha mematuhi aturan ini, 
sehingga pekerja sering kali harus 

menempuh langkah hukum. 
Bagi pekerja yang mengalami 

pelanggaran upah lembur, salah satu 

langkah pertama yang dapat diambil adalah 
dengan melaporkan pelanggaran tersebut 

kepada Dinas Ketenagakerjaan. Instansi ini 
berwenang untuk melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan aturan 

ketenagakerjaan, termasuk memastikan 
bahwa hak-hak pekerja atas upah lembur 

terpenuhi. Selain itu, pekerja juga dapat 
meminta bantuan dari serikat pekerja jika 
ada, untuk mendapatkan pendampingan 

dalam proses penyelesaian masalah ini. 
Jika mediasi awal dengan pihak 

perusahaan tidak berhasil, pekerja memilik i 
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hak untuk membawa permasalahan tersebut 
ke dalam proses penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial sesuai dengan Undang-
Undang No. 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial. Undang-undang ini 
menyediakan mekanisme formal bagi 

pekerja untuk menuntut hak-haknya, 
termasuk melalui mediasi, konsiliasi, atau 

arbitrase. Dalam tahap ini, Dinas 
Ketenagakerjaan akan berperan sebagai 
mediator untuk membantu penyelesa ia n 

secara damai antara pekerja dan pengusaha.  
Namun, jika mediasi tidak mencapai 

kesepakatan, pekerja dapat membawa 
kasusnya ke Pengadilan Hubungan 
Industrial. Pengadilan ini memilik i 

wewenang untuk mengadili kasus 
perselisihan antara pekerja dan pengusaha,  

termasuk kasus yang berkaitan dengan 
upah lembur. Proses pengadilan ini sering 
kali memerlukan waktu yang panjang dan 

biaya yang cukup besar, sehingga 
penyelesaian secara damai melalui mediasi 

biasanya lebih disarankan. 
Selain jalur litigasi, pekerja juga 

dapat menggunakan jalur non-litigas i, 

seperti Lembaga Bantuan Hukum atau 
organisasi serikat pekerja, untuk 

mendapatkan dukungan hukum. Ini penting 
untuk memberikan perlindungan dan 
advokasi kepada pekerja yang sering kali 

tidak memiliki pengetahuan hukum yang 
memadai. Di sisi lain, perusahaan yang 

terus-menerus melakukan pelanggaran 
upah lembur dapat dikenai sanksi 
administratif atau denda sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Dalam konteks hukum 
ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 13 
Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No. 

36 Tahun 2021 menetapkan bahwa upah 
lembur harus dibayarkan kepada pekerja 

sebagai bagian dari hak normatif mereka. 
Pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan 
ini dapat dikenai sanksi, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 187 UU 
Ketenagakerjaan. Sanksi ini dapat berupa 

denda, pembekuan usaha, hingga 

pencabutan izin usaha. Namun, 
implementasi sanksi ini sering kali belum 

optimal, sehingga masih banyak pengusaha 
yang abai terhadap kewajiban membayar 

upah lembur. 
Selain itu, penegakan hukum yang 

lemah menjadi salah satu alasan mengapa 

pelanggaran terhadap hak pekerja terus 
berlanjut. Oleh karena itu, diperlukan 

peningkatan peran pengawas 
ketenagakerjaan yang berwenang untuk 
memantau dan menegakkan peraturan 

mengenai upah lembur. Pengawas 
ketenagakerjaan dapat memberikan sanksi 

langsung kepada perusahaan yang tidak 
mematuhi peraturan, sehingga diharapkan 
bisa memberikan efek jera. 

Dalam beberapa kasus, pekerja yang 
tidak menerima upah lembur juga dapat 

melakukan gugatan secara kolektif melalui 
serikat pekerja. Hal ini memungkinkan 
pekerja untuk mengajukan tuntutan secara 

bersama-sama, yang akan memperkuat 
posisi mereka dalam proses penyelesa ian 

perselisihan. Gugatan kolektif juga dapat 
mengurangi beban biaya yang harus 
ditanggung oleh pekerja individual. 

Pada akhirnya, persoalan upah 
lembur yang tidak dibayarkan merupakan 

masalah serius yang membutuhkan upaya 
yang lebih besar dari semua pihak terkait. 
Pekerja harus memahami hak-hak mereka 

dan memiliki akses yang lebih mudah 
terhadap jalur penyelesaian sengketa 

ketenagakerjaan. Di sisi lain, pengusaha 
juga harus mematuhi peraturan yang ada 
dan berkomitmen untuk memberikan 

kompensasi yang adil kepada pekerja yang 
telah bekerja melebihi waktu yang 

ditetapkan. 
Meskipun mekanisme hukum dan 

peraturan yang mengatur upah lembur 

sudah ada dan cukup jelas, implementasi di 
lapangan masih sering menghadap i 

tantangan. Oleh karena itu, peningkatan 
pengawasan dan penegakan hukum 
menjadi langkah penting untuk memastikan 

hak-hak pekerja atas upah lembur dapat 
terpenuhi dengan baik. 
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B. Faktor Penyebab Tidak 

Dibayarkannya Upah Lembur 

Pekerja 

Isu ketidakadilan dalam pembayaran 

upah lembur bagi pekerja di Indonesia 
merupakan persoalan yang kompleks dan 
melibatkan berbagai faktor. Salah satu 

penyebab utama tidak dibayarkannya upah 
lembur adalah kurangnya pengawasan 

ketenagakerjaan yang efektif. Berdasarkan 
laporan dari beberapa lembaga, 
pengawasan di lapangan sering kali lemah 

karena keterbatasan jumlah pengawas 
ketenagakerjaan yang dimiliki pemerintah 

dibandingkan dengan jumlah perusahaan 
yang harus diawasi. Hal ini mengakiba tkan 
banyak pelanggaran yang tidak terdeteksi 

atau tidak mendapatkan sanksi yang sesuai.  
Selain itu, banyak perusahaan yang 

tidak memahami atau sengaja mengabaikan 
ketentuan peraturan tentang upah lembur. 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan 
Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan telah menetapkan bahwa 
setiap pekerja yang bekerja lebih dari 40 
jam seminggu berhak atas upah lembur. 

Namun, sejumlah perusahaan berdalih 
bahwa mereka tidak mampu membayar 

upah lembur karena beban keuangan 
perusahaan, terutama di sektor usaha kecil 
dan menengah yang sering menghadap i 

kesulitan keuangan. 
Di samping alasan keuangan, tidak 

sedikit perusahaan yang menggunaka n 
kontrak kerja yang kurang transparan 
sebagai celah untuk tidak membayarkan 

upah lembur. Kontrak yang tidak sesuai 
dengan aturan jam kerja standar sering kali 

membuat pekerja tidak menyadari bahwa 
mereka berhak atas upah lembur. Dalam 
banyak kasus, pekerja dengan status 

kontrak atau outsourcing lebih rentan 
terhadap pelanggaran ini karena mereka 

tidak memiliki perlindungan yang cukup 
dalam perjanjian kerja mereka. 

Selain itu, kurangnya kesadaran 

hukum di kalangan pekerja menjadi faktor 
yang signifikan. Banyak pekerja yang tidak 

memahami hak-hak mereka, termasuk hak 

atas upah lembur, sehingga mereka jarang 
menuntut hak tersebut. Berdasarkan data 

yang dikumpulkan oleh beberapa lembaga 
advokasi buruh, sebagian besar pekerja di 

sektor informal dan pekerja dengan 
pendidikan rendah sering kali tidak 
memahami peraturan ketenagakerjaan yang 

ada. Hal ini menyebabkan mereka 
menerima kondisi kerja yang tidak adil 

tanpa melakukan perlawanan. 
Faktor lain yang mempengaruhi 

adalah budaya kerja di banyak perusahaan 

yang tidak mendukung pembayaraan upah 
lembur. Di Indonesia, terdapat 

kecenderungan dalam beberapa industr i 
untuk menganggap kerja lembur sebagai 
kewajiban moral daripada hak yang harus 

dibayar. Hal ini terjadi terutama di sektor 
manufaktur, ritel, dan perhotelan, di mana 

jam kerja yang panjang dianggap sebagai 
kontribusi biasa untuk menjaga 
kelangsungan operasional perusahaan. 

Akibatnya, pekerja sering kali dipaksa 
bekerja lembur tanpa menerima 

kompensasi yang layak. 
Di sektor formal, pelanggaran 

pembayaran upah lembur juga dipengaruhi 

oleh ketidakjelasan dalam sistem 
pengupahan. Banyak perusahaan, terutama 

di sektor-sektor yang padat karya, seperti 
manufaktur dan pertanian, menggunakan 
skema upah bulanan yang tidak 

mencerminkan jumlah jam kerja 
sebenarnya. Dalam skema ini, pekerja 

diharapkan bekerja lebih lama dengan 
imbalan yang tetap, tanpa perhitungan jam 
lembur yang benar. Data dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor 
ini mencatatkan jam kerja yang lebih 

panjang dibandingkan sektor lain, tetapi 
dengan kompensasi yang tidak sesuai. 

Selain itu, implementasi teknologi 

juga berkontribusi terhadap tidak 
dibayarkannya upah lembur. Beberapa 

perusahaan menggunakan teknologi untuk 
mengawasi produktivitas pekerja, namun 
hal ini sering kali disalahgunakan untuk 

meningkatkan jam kerja tanpa kompensasi 
lembur yang sesuai. Teknologi pelacakan 

jam kerja yang tidak akurat atau manipulas i 



 

151 
 

UPAYA PEKERJA ATAS UPAH LEMBUR YANG TIDAK DIBAYARKAN DALAM 
PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN 

Wiwit Juliana Sari 1, Yeti Kurniati 2, Imaniar Kustiara 3 

 

data jam kerja oleh perusahaan 
menimbulkan kesulitan bagi pekerja untuk 

membuktikan jumlah jam lembur yang 
telah mereka kerjakan. 

Selanjutnya, sistem hukum 
ketenagakerjaan yang ada, meskipun telah 
menyediakan jalur penyelesa ian 

perselisihan, tidak selalu memberikan hasil 
yang cepat dan memuaskan bagi pekerja. 

Proses litigasi di Pengadilan Hubungan 
Industrial sering kali memakan waktu yang 
lama dan biaya yang cukup besar. Hal ini 

membuat banyak pekerja enggan 
mengambil jalur hukum formal dan lebih 

memilih menyelesaikan permasalahan ini 
melalui negosiasi informal, yang sering kali 
tidak menguntungkan pekerja. 

Di sisi lain, peran serikat pekerja 
dalam membela hak atas upah lembur 

masih terbatas, terutama di sektor informal. 
Meski serikat pekerja dapat menjadi 
kekuatan advokasi yang penting, banyak 

pekerja di sektor informal dan sektor yang 
padat karya tidak memiliki akses atau 

keanggotaan dalam serikat pekerja. Tanpa 
dukungan serikat pekerja, pekerja sering 
kali tidak memiliki kekuatan kolektif untuk 

menuntut hak-haknya secara efektif. 
Pandemi Covid-19 juga memberikan 

tekanan tambahan terhadap pembayaran 
upah lembur. Banyak perusahaan yang 
menghadapi penurunan pendapatan 

menggunakan alasan krisis ekonomi untuk 
mengurangi atau bahkan menghilangkan 

pembayaran upah lembur. Meskipun 
pemerintah telah mengeluarkan berbagai 
kebijakan bantuan untuk melindungi 

pekerja selama masa pandemi, dalam 
praktiknya, banyak perusahaan yang tidak 

mematuhi peraturan tersebut, dengan dalih 
menjaga kelangsungan bisnis. 

Selanjutnya, ketidakpastian ekonomi 

yang dihadapi oleh banyak perusahaan di 
Indonesia juga menjadi salah satu faktor 

utama tidak dibayarkannya upah lembur. 
Krisis ekonomi global dan nasional telah 
menyebabkan banyak perusahaan menekan 

biaya operasional, termasuk pembayaran 
upah lembur. Di sisi lain, pekerja sering 

kali tidak memiliki pilihan lain selain 

menerima kondisi ini, karena kekhawatiran 
kehilangan pekerjaan jika menuntut hak-

hak mereka. 
Peraturan yang terkait dengan jam 

kerja dan upah lembur juga mengalami 
tantangan dalam implementasi di lapangan, 
terutama setelah diberlakukannya Undang-

Undang Cipta Kerja. Perubahan regulasi ini 
bertujuan untuk meningkatkan fleksibil itas 

pasar tenaga kerja, tetapi pada saat yang 
sama menimbulkan kekhawatiran bahwa 
hak-hak pekerja, termasuk hak atas upah 

lembur, mungkin terabaikan. Fleksibilitas 
yang diberikan kepada perusahaan dalam 

menentukan jam kerja membuat 
perhitungan upah lembur menjadi lebih 
sulit diawasi. 

Terakhir, tidak adanya sanksi yang 
efektif bagi perusahaan yang melanggar 

aturan upah lembur juga menjadi penyebab 
utama pelanggaran ini. Meskipun Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 dan Peraturan 

Pemerintah No. 36 Tahun 2021 telah 
menetapkan sanksi berupa denda dan 

sanksi administratif, pelaksanaannya sering 
kali tidak tegas. Hal ini menciptakan 
budaya impunitas di mana perusahaan 

merasa tidak ada konsekuensi yang serius 
jika tidak membayar upah lembur. 

Tidak dibayarkannya upah lembur 
pekerja di Indonesia dipengaruhi oleh 
berbagai faktor yang saling berkaitan, 

mulai dari lemahnya pengawasan 
ketenagakerjaan, kontrak kerja yang tidak 

transparan, hingga faktor budaya dan 
ekonomi. Penyelesaian masalah ini 
membutuhkan upaya kolektif dari 

pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, 
dan pekerja sendiri untuk menciptakan 

kondisi kerja yang lebih adil dan 
memastikan hak-hak pekerja terpenuhi 
secara penuh. 

 
PENUTUP 

Persoalan upah lembur yang tidak 
dibayarkan merupakan masalah serius yang 
membutuhkan upaya yang lebih besar dari 

semua pihak terkait. Pekerja harus 
memahami hak-hak mereka dan memilik i 

akses yang lebih mudah terhadap jalur 
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penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Di 
sisi lain, pengusaha juga harus mematuhi 

peraturan yang ada dan berkomitmen untuk 
memberikan kompensasi yang adil kepada 

pekerja yang telah bekerja melebihi waktu 
yang ditetapkan. Terdapat sejumlah faktor 
yang menyebabkan tidak dibayarkannya 

upah lembur pekerja di Indonesia. Faktor-
faktor tersebut meliputi lemahnya 

pengawasan ketenagakerjaan, penggunaan 
kontrak kerja yang tidak transparan, 
rendahnya kesadaran hukum di kalangan 

pekerja, serta budaya kerja yang cenderung 
mengabaikan hak lembur. Selain itu, 

tantangan ekonomi dan ketidakpastian 
keuangan yang dihadapi perusahaan juga 
berperan dalam mempengaruhi 

kemampuan mereka untuk membayar upah 
lembur. Walaupun regulasi seperti Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003, Peraturan 
Pemerintah No. 36 Tahun 2021, dan 
Undang-Undang Cipta Kerja telah 

memberikan kerangka hukum yang jelas 
terkait hak upah lembur, implementasi di 

lapangan masih sering mengalami 
hambatan. Dampak dari kondisi ini 
menciptakan ketidakadilan bagi pekerja 

yang berkontribusi terhadap produktivitas 
perusahaan tetapi tidak menerima 

kompensasi yang adil sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

Untuk memastikan hak-hak pekerja, 

khususnya terkait upah lembur, dipenuhi 
secara adil, ada beberapa langkah penting 

yang dapat diambil. Pertama, pemerintah 
perlu memperkuat pengawasan 
ketenagakerjaan dengan meningka tkan 

jumlah dan kapasitas pengawas, sehingga 
pelanggaran dapat lebih mudah terdeteksi 

dan dihukum. Kedua, kesadaran hukum di 
kalangan pekerja harus ditingka tkan 
melalui program edukasi dan penyuluhan 

yang melibatkan kerjasama antara 
pemerintah, serikat pekerja, dan lembaga 

advokasi. Pekerja perlu diberdayakan agar 
memahami hak-hak normatif mereka dan 
langkah-langkah yang dapat ditempuh jika 

hak tersebut dilanggar. Ketiga, sanksi yang 
lebih tegas dan signifikan harus diterapkan 

terhadap perusahaan yang melanggar 

kewajiban pembayaran upah lembur untuk 
memastikan kepatuhan terhadap peraturan. 

Terakhir, peran serikat pekerja perlu 
diperkuat sebagai pelindung hak-hak 

pekerja, terutama dalam memberikan 
advokasi dan pendampingan, agar lebih 
banyak pekerja mendapatkan perlindungan 

yang layak di berbagai sektor industri. 
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